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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP-DRJD 539 Tahun 2022

TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN EVALUASI KINERJA
PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang perencanaan,
pembangunan dan evaluasi kinerja pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat tentang Pedoman Perencanaan,
Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
' tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5731);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 203);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN
EVALUASI KINERJA PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBERANGAN.
Menetapkan pedoman perencanaan, pembangunan dan evaluasi
kinerja pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
Pedoman perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai,
danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. perencanaan pelabuhan, terdiri atas:

1. pengusulan pembangunan pelabuhan;

2. pemeriksaan aspek legalitas pembangunan;

3. penyusunan dokumen perencanaan teknis; dan

4. penyusunan persyaratan administrasi.
b. pembangunan pelabuhan, terdiri atas:

1. lelang pengadaan barang dan jasa pembangunan;

2. persiapan pelaksanaan konstruksi;

3. pelaksanaan konstruksi;

4. pemeriksaan hasil konstruksi; dan



5. serah terima fisik dan operasional pelabuhan
penyeberangan.
c. pengembangan pelabuhan, terdiri atas:
1. tahap pengusulan pengembangan pelabuhan;
2. tahap penyusunan persyaratan administrasi; dan
3. tahapan pembangunan  untuk  pengembangan
pelabuhan.
KETIGA Evaluasi kinerja pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
a. aspek kinerja pelayanan pelabuhan;
b. aspek kinerja operasional pelabuhan; dan
c. aspek kinerja penunjang pelabuhan.
KEEMPAT : Pedoman perencanaan, pembangunan dan evaluasi kinerja
pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022
DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN DARAT,
ttd.
Drs. BUDI SETIYADI, SH, M. Si
SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh

Indoensia.

Salinan sesuai dengan aslinya




I.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP-DRJD 539 Tahun 2022
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN
EVALUASI KINERJA PELABUHAN SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN

PEDOMAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
KINERJA PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Dalam proses perencanaan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan, para perencana pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan diberikan tanggung jawab untuk merencanakan
pengembangan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan. Dalam
hal ini, merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun
daerah untuk mengembangkan perencanaan pelabuhan secara
nasional. Dalam hal ini dibutuhkan pedoman teknis dalam
melaksanakan perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai,
danau dan penyeberangan.
Pedoman teknis perencanaan dan pembangunan pelabuhan

sungai danau dan penyeberangan ini meliputi:
A. Perencanaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang

terdiri dari:

1. tahap pengusulan pembangunan pelabuhan;

2. tahap pemeriksaan aspek legalitas pembangunan;

3. tahap penyusunan dokumen perencanaan teknis;

4. tahap penyusunan persyaratan administrasi; dan
B. Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

terdiri dari:

1. tahap lelang pengadaan barang dan jasa pembangunan;

2. tahap persiapan pelaksanaan konstruksi;



3. tahap pelaksanaan konstruksi;

4. tahap pemeriksaan hasil konstruksi; dan

5. serah terima fisik dan operasional pelabuhan.
C. Pengembangan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

terdiri dari:

1. tahap pengusulan pengembangan pelabuhan;

2. tahap penyusunan persyaratan administrasi;

3. tahapan pembangunan untuk pengembangan pelabuhan.

Dalam perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau

dan penyeberangan dibutuhkan tahapan-tahapan yang akan
dijelaskan sesuai dengan diagram alir di bawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan dengan Dana APBN
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Keterangan I:

1.

Pengusulan perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai,
danau dan penyeberangan dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kota/Kabupaten dan/atau atas dasar usulan masyarakat.
Masyarakat mengajukan surat permohonan untuk dilakukan
pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang
disertai dengan lampiran tandatangan warga dan fotokopi KTP
sebagai bukti dukungan pengusulan sesuai format pada CONTOH
1. Selain itu permohonan pembangunan pelabuhan sungai, danau
dan penyeberangan bisa diusulkan oleh Pemerintah Daerah
setempat.

Surat keterangan status lahan rencana pelabuhan dari Badan
Pertanahan Nasional yang diurus oleh Pemerintah Daerah
setempat.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan mengajukan surat
permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat sesuai
format pada CONTOH 5 untuk memeriksa apakah lokasi rencana
pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan sudah
termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), yaitu
apakah berada pada lintas penyeberangan antar provinsi dan/atau
bersifat strategis nasional sehingga layak diusulkan untuk
menggunakan dana APBN atau belum sesuai dengan format pada
CONTOH 5.

Apabila lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau
dan Penyeberangan berada pada lintas penyeberangan antar
provinsi dan/atau bersifat strategis nasional atau telah termasuk
Rencana Induk Transportasi Penyeberangan (RITP) atau revisinya
maka pembiayaan perencanaan dan pembangunan Pelabuhan
Sungai, Danau dan Penyeberangan dapat dilaksanakan dengan
dana APBN.

Apabilai lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau
dan penyeberangan belum termasuk dalam Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN), dilakukan evaluasi terhadap kajian
Feasibility Study untuk usulan justifikasi revisi terhadap Rencana
Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) serta menyertakan lokasi
pengusulan perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai,
danau dan penyeberangan tersebut.

Lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan diperiksa aspek legalitasnya oleh Pemerintah



10.

1.1.

12.

13

Daerah apakah telah sesuai dengan dokumen RTRW dari
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila telah sesuai,
maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan.

Apabila lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan tidak sesuai dengan dokumen RTRW Provinsi dan
Kabupaten /Kota, maka dilakukan penjajakan kemungkinan untuk
dilaksanakan revisi RTRW. Jika bisa direvisi, maka tahapan
selanjutnya dapat dilakukan. Jika tidak bisa direvisi, maka perlu
dilakukan perubahan lokasi rencana pelabuhan dan tahapan
diulangi kembali dengan pengusulan oleh masyarakat.

Apabila sudah sesuai dengan RTRW maka dalam tahapan ini,
Pemerintah Daerah sudah dapat memproses draft surat kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa lokasi rencana
pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan telah
sesuai dengan dokumen RTRW sesuai format pada CONTOH 5.
Lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan diperiksa aspek legalitasnya oleh Pemerintah
Daerah cq Dinas Perhubungan apakah telah sesuai dengan Tatrawil
Provinsi dan Tatralok Kota/Kabupaten. Jika sesuai, maka tahapan
selanjutnya dapat dilakukan.

Apabila lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan tidak sesuai dengan Tatrawil Provinsi dan Tatralok
Kota/Kabupaten maka dilakukan penjajakan kemungkinan untuk
dilaksanakan revisi Tatrawil dan/atau Tatralok. Jika bisa direvisi,
maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan. Jika tidak bisa direvisi,
maka perlu dilakukan perubahan lokasi rencana pelabuhan dan
tahapan diulangi kembali dengan pengusulan oleh masyarakat
Lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan diperiksa aspek legalitasnya oleh Pemerintah
Daerah cq Dinas Perhubungan apakah telah sesuai dengan
dokumen Renstra Kementerian Perhubungan dan/atau Dinas
Perhubungan. Jika sesuai, maka tahapan selanjutnya dapat
dilakukan.

Apabila lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan tidak sesuai dengan Renstra Kementerian
Perhubungan dan/atau Dinas Perhubungan maka dilakukan
evaluasi untuk dilaksanakan revisi terhadap Renstra Kementerian
Perhubungan dan/atau Dinas Perhubungan. Apabila dilakukan
revisi, maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan. Jika tidak



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

dialksanakan revisi, maka perlu dilakukan perubahan lokasi
rencana pelabuhan dan tahapan diulangi kembali dengan
pengusulan oleh masyarakat

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen studi kelayakan dengan dibantu konsultan perencana
untuk sesuai format pada Tabel 1.A.2.

Hasil dari penyusunan FS adalah memunculkan usulan rencana
DLKP dan DLKR Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Jika dokumen studi kelayakan sudah disahkan maka dalam
tahapan ini, maka penetapan lokasi atas rekomendasi Pemerintah
Daerah.

Surat penetapan lokasi akan keluar setelah mendapatkan
rekomendasi Pemda setempat.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah
terpenuhi, Menteri menetapkan lokasi pembangunan pelabuhan.
Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen Rencana Induk Pelabuhan dengan dibantu konsultan
perencana untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh Direktorat
Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sesuai format pada
Tabel .A.3.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen Andal Lalin dengan dibantu konsultan perencana untuk
kemudian dilakukan pengesahaan oleh instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL/UPL) dengan dibantu
konsultan perencana untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh
instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen SID Pelabuhan dengan dibantu konsultan perencana
untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh instansi yang
berwenang sesuai format pada Tabel 1.A.4.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen Desain Engineering Detail Pelabuhan dengan dibantu
konsultan perencana untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh
instansi yang berwenang sesuai format pada Tabel 1.A.5.

Membuat surat permohonan izin penyelenggaraan pelabuhan
sesuai dengan hierarki pelabuhan yang akan direncanakan.




25.

26.

27.

28.

29.

Pemerintah Daerah c¢q Dinas Perhubungan mengajukan
permohonan pembangunan pelabuhan yang dilampiri dengan
dokumen teknis perencanaan yang telah disahkan (Studi

Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan,

dokumen Andal Lalin, SID dan DED) dan dilengkapi dengan syarat

administrasi yang terdiri dari :

a. Surat Keterangan Kondisi Jalan Akses Rencana Pelabuhan dari
Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas PU Bina
Marga sesuai dengan kewenangan pengelolaan jalan akses
tersebut sesuai format pada CONTOH 2.

b. Surat status keterangan komitmen Pemda untuk pembebasan
lahan minimal pelabuhan yang dibutuhkan sesuai format pada
CONTOH 3.

c. Surat keterangan bahwa lokasi rencana pembangunan
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan telah sesuai
dengan dokumen RTRW sesuai format pada CONTOH 5.

d. Surat komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan
membentuk UPT sesuai format pada CONTOH 4.

Penyelenggara pelabuhan mengajukan permohonan dengan

melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan kepada:

a. Menteri Perhubungan, untuk pelabuhan utama dan
pengumpul;

b. Gubernur, untuk pelabuhan pengumpan regional,

c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.

Berdasarkan permohonan, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian terhadap

persyaratan pemohon dalam jangka waktu 30 hari sejak
diterimanya permohonan secara lengkap;

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah

terpenuhi, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan

izin penyelenggaraan pelabuhan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada dasarnya

pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh BPTD (untuk

pelabuhan yang diusahakan secara komersiall dan Unit

Penyelenggara Teknis Daerah (untuk pelabuhan yang belum

diusahakan secara komersial), namun Badan Usaha Pelabuhan

(pihak swasta) dapat juga melakukan aktivitas pembangunan

pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan BPTD.




30.

31.

32,

33.

Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
melakukan  verifikasi kelengkapan dokumen pengusulan
pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
berdasarkan check list sesuai format pada Tabel .A.1.

Setelah dokumen pengusulan pembangunan Pelabuhan Sungai,
Danau dan Penyeberangan lengkap, Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat mengusulkan anggaran melalui RKA-KL.
Apabila anggaran pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan telah disetujui Pemerintah, maka anggaran
pembangunan pelabuhan akan tersedia dalam DIPA APBN.
Tahapan dilanjutkan ke pembangunan pelabuhan sungai, danau
dan penyeberangan.




Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dana APBD
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Keterangan II:

1.

Pengusulan perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai,
danau dan penyeberangan dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kota/Kabupaten dan/atau atas dasar usulan masyarakat.
Masyarakat mengajukan surat permohonan untuk dilakukan
pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang
disertai dengan lampiran tandatangan warga dan fotokopi KTP
sebagai bukti dukungan pengusulan sesuai format pada CONTOH
1. Tetapi permohonan pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan bisa saja inisiatif dari Pemerintah Daerah setempat.
Surat keterangan status lahan rencana pelabuhan dari Badan
Pertanahan Nasional yang diurus oleh Pemda setempat.

Lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan diperiksa aspek legalitasnya oleh Pemerintah
Daerah apakah telah sesuai dengan dokumen RTRW dari
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika sesuai, maka
tahapan selanjutnya dapat dilakukan.

Apabila lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan belum sesuai dengan dokumen RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka dilakukan penjajakan kemungkinan untuk
dilaksanakan revisi RTRW. Jika bisa direvisi, maka tahapan
selanjutnya dapat dilakukan. Jika tidak bisa direvisi, maka perlu
dilakukan perubahan lokasi rencana pelabuhan dan tahapan
diulangi kembali dengan pengusulan oleh masyarakat.

Aapbila sudah sesuai dengan RTRW maka dalam tahapan ini,
Pemerintah Daerah sudah dapat memproses draft surat kepada
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bahwa lokasi rencana
pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan telah
sesuai dengan dokumen RTRW sesuai format pada CONTOH 5.
Lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan diperiksa aspek legalitasnya oleh Pemerintah
Daerah cq Dinas Perhubungan apakah telah sesuai dengan Tatrawil
Provinsi dan Tatralok Kota/Kabupaten. Jika sesuai, maka tahapan
selanjutnya dapat dilakukan.

Apabila lokasi rencana pembangunan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan tidak sesuai dengan Tatrawil Provinsi dan Tatralok
Kota/Kabupaten maka dilakukan penjajakan kemungkinan untuk
dilaksanakan revisi Tatrawil dan/atau Tatralok. Jika bisa direvisi,
maka maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan. Jika tidak bisa
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direvisi, maka perlu dilakukan perubahan lokasi rencana
pelabuhan dan tahapan diulangi kembali dengan pengusulan oleh
masyarakat

Lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan diperiksa aspek legalitasnya oleh Pemerintah
Daerah c¢q Dinas Perhubungan apakah telah sesuai dengan
dokumen Renstra Dinas Perhubungan. Jika sesuai, maka tahapan
selanjutnya dapat dilakukan.

Apabila lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau
dan Penyeberangan tidak sesuai dengan Renstra Dinas
Perhubungan maka dilakukan penjajakan kemungkinan untuk
dilaksanakan revisi Renstra Dinas Perhubungan. Jika bisa direvisi,
maka tahapan selanjutnya dapat dilakukan. Jika tidak bisa direvisi,
maka perlu dilakukan perubahan lokasi rencana pelabuhan dan
tahapan diulangi kembali dengan pengusulan oleh masyarakat.
Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen studi kelayakan dengan dibantu konsultan perencana
untuk sesuai format pada Tabel 1.A.2.

Hasil dari penyusunan FS adalah memunculkan usulan rencana
DLKP dan DLKR Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Jika dokumen studi kelayakan sudah disahkan maka dalam
tahapan ini, maka penetapan lokasi atas rekomendasi Pemerintah
Daerah.

Surat penetapan lokasi akan keluar setelah mendapatkan
rekomendasi Pemda setempat.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah
terpenuhi, Menteri menetapkan lokasi pembangunan pelabuhan.
Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen Rencana Induk Pelabuhan dengan dibantu konsultan
perencana untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh Direktorat
Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sesuai format pada
Tabel [.LA.3.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen Andal Lalin dengan dibantu konsultan perencana untuk
kemudian dilakukan pengesahaan oleh instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan
dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL/UPL) dengan dibantu
konsultan perencana untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh
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instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan

dokumen SID Pelabuhan dengan dibantu konsultan perencana

untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh instansi yang

berwenang sesuai format pada Tabel 1.A.4.

Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan melakukan penyusunan

dokumen Desain Engineering Detail Pelabuhan dengan dibantu

konsultan perencana untuk kemudian dilakukan pengesahaan oleh

instansi yang berwenang sesuai format pada Tabel 1.A.5.

Membuat surat permohonan izin penyelenggaraan pelabuhan

sesuai dengan hierarki pelabuhan yang akan direncanakan.

Pemerintah Daerah c¢q Dinas Perhubungan mengajukan

permohonan pembangunan pelabuhan yang dilampiri dengan

dokumen teknis perencanaan yang telah disahkan (Studi

Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan,

dokumen Andal Lalin, SID dan DED) dan dilengkapi dengan syarat

administrasi yang terdiri dari :

a. Surat keterangan kondisi jalan akses rencana pelabuhan dari
Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas PU Bina
Marga sesuai dengan kewenangan pengelolaan jalan akses
tersebut sesuai format pada CONTOH 2.

b. Surat status keterangan komitmen Pemda untuk pembebasan
lahan minimal pelabuhan yang dibutuhkan sesuai format pada
CONTOH 3.

c. Surat keterangan bahwa lokasi rencana pembangunan
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan telah sesuai
dengan dokumen RTRW sesuai format pada CONTOH 5.

d. Surat kepada komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan
membentuk UPT sesuai format padaCONTOH 2-

Penyelenggara pelabuhan mengajukan permohonan dengan

melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan kepada:

Gubernur, untuk pelabuhan pengumpan regional;

Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.

Berdasarkan permohonan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangannya melakukan penelitian terhadap

persyaratan pemohon dalam jangka waktu 30 hari sejak
diterimanya permohonan secara lengkap.
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Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah
terpenuhi, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan izin
penyelenggaraan pelabuhan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada dasarnya
pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas
Pelabuhan (untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial)
dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (untuk pelabuhan yang belum
diusahakan secara komersial) , namun Badan Usaha Pelabuhan
(pihak swasta) dapat juga melakukan aktivitas pembangunan
pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan
Otoritas Pelabuhan.

Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
melakukan  verifikasi kelengkapan dokumen pengusulan
pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
berdasarkan check list sesuai format pada Tabel .A.1.

Setelah dokumen pengusulan pembangunan Pelabuhan Sungai,
Danau dan Penyeberangan lengkap, Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat mengusulkan anggaran melalui RKA-KL.
Apabila anggaran pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan telah disetujui Pemerintah, maka anggaran
pembangunan pelabuhan akan tersedia dalam DIPA APBD.
Tahapan dilanjutkan ke pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau
dan Penyeberangan.




A. Perencanaan Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

1. Pengusulan dan pemeriksaan aspek legalitas pembangunan

pelabuhan.

Lakukan pengecekan verifikasi terhadap kegiatan yang telah

dilakukan sesuai dengan daftar yang pada tabel di bawah ini :

Tabel I.A.1 Check List Verifikasi Awal Perencanaan Pelabuhan Sungai,

Danau Dan Penyeberangan

NO

ASPEK VERIFIKASI

DATA

DUKUNG
DOKUMERN

TERCANTUM
DALAM
DOKUMERN

YA

TIDAK

YA | TIDAK

KETERANGAN

ASPEK LEGAL HUKUM

a.

Lokasi tertuang dalam dokumen cetak biru
transportasi penyeberangan

Lokasi tertuang dalam dokumen RTRW
Propinsi, Kabupaten/Kota

Lokasi tertuang dalam dokumen Tatrawil dan
Tatralok Propinsi, Kabupaten/Kota

Lokasi tertuang dalam dokumen Renstra
Kemenhub/Dishub

Propinsi/Kabupaten /Kota

Lokasi tidak berada dalam area kawasan

lindung/ konservasi alam.

ASPEK ADMINISTRASI

a.

Surat keterangan status lahan rencana

pelabuhan dari Badan Pertanahan Nasional

Surat keterangan kondisi jalan akses rencana
pelabuhan dari Balai Jalan/Dinas PU Bina
Marga

Surat keterangan komitmen Pemda untuk
pembebasan lahan minimal pelabuhan yang
dibutuhkan.




NO

ASPEK VERIFIKASI

DATA TERCANTUM
DUKUNG DALAM
DOKUMEN DOKUMEN
YA | TIDAK | YA | TIDAK

KETERANGAN

g.

h.

Surat keterangan komitmen Pemda untuk
mengelola pelabuhan pasca pembangunan
dengan membentuk UPT

Surat keterangan pemda bahwa lokasi

rencana pelabuhan telah sesuai dengan
RTRW

Surat permohonan pembangunan pelabuhan
secara berjenjang (Dishub, Pemkab/Pemkot,
Pemprov, Dirjen)

Surat penetapan lokasi pelabuhan

Izin prinsip pembangunan pelabuhan

IIL.

ASPEK TEKNIS (HARUS DIANGGARKAN DARI
ANGGARAN PEMERINTAH)

a.

Telah menyusun dokumen kelayakan /[
Feasibility Study (FS) berisi gambaran
kelayakan secara ekonomi dan finansial serta
berisi beberapa alternatif lokasi rencana
pembangunan pelabuhan di tinjau dari aspek
ekonomi

Telah menyusun dokumen Rencana Induk
Pelabuhan (RIP)

Telah menyusun Dokumen Lingkungan
Hidup,/ Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) yang berisi analisis dampak
pembangunan terhadap lingkungan hidup
yang di buktikan dengan sertifikat Amdal dari
Dinas Lingkungan Hidup / Kementerian

Telah menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas
(AMDAL Lalin)

Telah menyusun Dokumen Surey Investigasi
dan Desain (SID) yang berisi gambaran
kelayakan secara teknik sipil berisi kondisi




NO

DATA TERCANTUM
DUKUNG DALAM

ASPEK VERIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN KETERANGAN

YA | TIDAK | YA | TIDAK

kontur tanah & kontur permukaan laut
(topografi), kedalaman air & tinggi gelombang
& kecepatan arus (bathimetry).

Telah menyusun dekumen Detail Engineering
Design (DED) yang berisi perhitungan
konstruksi pelabuhan, gambar desain
pelabuhan, dan RAB yang dibutuhkan untuk
pembangunan pelabuhan.

Catatan :

1. Apabila aspek legal hukum telah terpenuhi maka proses rencana

pembangunan pelabuhan dapat di lanjutkan masuk ke aspek

administrasi;

. Apabila aspek legal hukum dan aspek administrasi terpenuhi

maka proses rencana pembangunan pelabuhan dapat di lanjutkan
masuk ke aspek teknis berupa pengusulan anggaran untuk
penyusunan dokumen teknis (Pra FS, FS, SID, DED, AMDAL);

. Apabila aspek teknis sudah terpenuhi maka dapat dilanjutkan

proses rencana pembangunan pelabuhan berupa pengusulan
anggaran oleh Gubernur dengan data dukung surat usulan
Gubernur, dokumen aspek legal hukum, dokumen aspek

administrasi, dan dokumen aspek teknis.







